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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan 

Dana Desa (DD), bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah 

desa serta kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa pada 

3 (tiga) desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 2018. 

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptik kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan di Desa Ondorea Barat, Desa 

Ndorurea 1 dan Desa Romarea di Kecamatan Nangapanda dimulai dari persiapan 

Musrembangdes sampai pada penetapan PERDES tentang APBDesa tahun 2018 

sampai pada pengumpulan dokumen-dokumen syarat pencairan DD ke pihak 

pemerintahan kabupaten. Pada tahap perencanaan ini semua desa sudah mengikuti 

prosedur yang ditetapkan tetapi masih belum disiplin terkait waktu pengumpulannya. 

Bentuk akuntabilitas dan tranparansi pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan 

APBDes tahun 2018. Pelaksanaan program kerja untuk bidang yang didanai oleh 

Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel melalui sertifikasi kegiatan setiap 

program yang dijalankan, kemudian ditampilkan secara transparan dalam media yang 

dapat diakses oleh masyarakat. Semua kegiatan dan program kerja telah dilaksanakan 

sesuai yang direncanakan. Selanjutnya, pada tahap penatausahaan telah dilakukan 

bendahara secara tranparan dan akuntabel dan telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, 

perangkat desa masih kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban sehingga 

secara administrasi pertanggungjawabannya masih belum tepat waktu. Kendala 

utamanya adalah sumber daya manusia dari perangkat desa yang belum memadai. 

 

Kata Kunci: Dana Desa (DD), Akuntabilitas, Tranparansi, Perencanaan, 
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. 
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BAB 1 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah 

pemerintahan orde lama hingga era pemerintahan orde baru, sistem pemerintahan 

Indonesia masih bersifat sentralistik atau terpusat dari pemerintah pusat. Pola 

pendekatan pembangunan masih bersifat top-down (dari atas ke bawah) melalui 

kebijakan politis dan birokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 

Pemerintah (Presiden). Dampak dari kebijakan ini, ditinjau dari aspek 

pertumbuhan pembangunan dan perekonomian bangsa dinilai cukup mengalami 

kemajuan yang berarti. Namun, bila ditinjau dari aspek pemerataan pembangunan 

dan perekonomian bangsa, tentu dinilai masih jauh dari rasa keadilan. Hal 

tersebut dikarenakan masih banyak wilayah atau daerah yang belum tersentuh 

pembangunan yang memadai sehingga mendapat predikat wilayah atau daerah 

tertinggal. 
 

Kemudian pada era reformasi dan bergulirnya demokratisasi di negara 

Indonesia, berdampak mengalami banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan, 

termasuk pada tatanan kebijakan pembangunan bangsa yang sebelumnya sistem 

pembangunan sentralisasi menjadi sistem pembangunan desentralisasi. Daerah 

mulai dari tingkat provinsi sampai pada tingkat desa diberi kewenangan dan 

otonom pembanguna. Pola pendekatan pembangunan bersifat button-up (dari 

bawah ke atas). Masyarakat diberi peran dan berpartisipasi dalam pembangunan 

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan meminta 

pertanggungjawaban dari pemerintah desa secara berkala pada setiap akhir tahun. 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
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yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
 

Pemerintahan desa sebagai lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan 

Republik Indonesia, memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. 

Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan 

dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan 

pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Hal ini sejalan upaya pemerintah 

untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. 

Dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, desa memerlukan 

pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Salah satunya adalah dengan 

melalui pengalokasian Dana Desa. Selanjutnya UU desa menjelaskan bahwa Dana 

Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan diprioritaskan 

untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 
 

Secara umum, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 

tahun 2018 sebagai perubahan Permendargri No. 114 Tahun 2014. Pasal 1 

peraturan tersebut menyebutkan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa peran 

serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan 

masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara 

aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana 

desa. 
 

Selain sistem pemerintahan yang diubah menjadi Desentralisasi, good 

governace (tata kelola pemerintahan yang baik) juga menjadi acuan sistem 

penyelenggaraan negara saat ini. Sujarweni (2015) juga mengatakan dalam 

bukunya yang berjudul Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa) 

bahwa, “Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan 

masyarakat yang harus dipenuhi. 
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Dalam rangka mewujudkan good governance, maka pengelolaan yang dilakukan 

harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap 

pelaksanaan program, terutama terkait keuangan. Dikarenakan saat ini, desa 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat yang sesuai dengan sistem Pemerintahan Republik Indonesia 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2014b). 
 

Seiring dengan adanya implementasi dana desa, tanggung jawab dan 

kewajiban desa juga semakin bertambah. Untuk mendukung pembangunan yang 

optimal maka diperlukan pengelolaan dana desa yang baik dari aparatur desa. 

Oleh karena itu pengelolaan dana desa diharapkan dapat menerapkan prinsip 

akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaanya. 
 

Pemerintahan yang akuntabel dan transparansi berarti harus mampu 

mempertanggungjawabkan segala bentuk keberhasilan maupun kegagalan dari 

suatu program yang dijalankan dengan memudahkan akses bagi masyarakat 

selaku pihak yang berkepentingan terkait dana desa itu sendiri. Wujud 

pertanggungjawaban dapat dilihat dari kelengkapan laporan-laporan terkait yang 

dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. 
 

Tujuan penggunaan dana desa yang semula untuk pembangunan desa sangat 

rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu yang akan 

berdampak pada buruknya perkembangan desa tersebut. Jika realisasi di lapangan 

masih banyak menunjukkan persoalan terkait pengelolaan dana desa, tentu akan 

berdampak juga pada tingkatan daerah yang lebih tinggi, sehingga pembangunan 

suatu daerah akan terhambat. Inilah alasan mengapa masyarakat juga harus 

berpartisipatif dalam memainkan perannya sebagai pengawas langsung atas 

kinerja pemerintah dengan memantau jalannya pembangunan desa. Dengan 

diterapkan kedua prinsip tersebut, Dana Desa dapat memberikan manfaat yang 

efektif dalam pembangunan dan perkembangan desa tersebut. 
 

Kabupaten Ende yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 

prestasi sebagai peringkat terbaik dalam proses perencanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, 

pemda Ende memperoleh penghargaan kelima. Sebanyak 4 penghargaan diberikan 
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oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu 1 penghargaan lainnya 

diberikan oleh pemerintah Pusat setelah berhasil meraih peringkat kedua tingkat 

Nasional pada tahun 2017. 
 

Dalam (voxntt.com) dikatakan bahwa penghargaan terakhir diberikan Pemprov 

NTT atas perencanaan pembangunan yang dirancang Pemda Ende sesuai dengan 

karakteristik daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu juri pemberian 

penghargaan tersebut. “Menurutnya, menjadi sebuah kebanggaan karena Ende 

merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan penghargaan dari NTT bahkan 

Indonesia Timur sejak Musrenbangnas dilaksanakan selama ini. Ia menilai salah satu 

keunggulan penyusunan RKPD Kabupaten Ende terletak pada perencanaan 

pembangunan berbasis desa yang partisipatif, terbuka dan disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat di lapangan. Sinkronisasi program pemerintah daerah dan 

pusat pun menjadi salah satu kriteria penilaian.Ia juga mengatakan, Kabupaten Ende 

berhasil menyusun RKPD sesuai dengan strategi fokus terhadap prioritas 

pembangunan dari tingkat nasional hingga kabupaten. Hal ini tergambar dalam 

bagaimana pemkab Ende membuat pagu anggaran yang meminimalisasi ego sektoral 

sehingga berbagai kegiatan yang dilakukan di level SKPD benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dari tingkat desa”. (victorynews.id). 
 

Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada prinsipnya menitikberatkan 

pembangunan dari Desa dan Kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah 

setempat. Oleh karena itu telah ditetapkan klasifikasi Wilayah Pelayanan 

Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan 

Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende. Dalam 

klasifikasi tersebut desa-desa yang berada di kecamatan Nangapanda 

diklasifikasikan ke dalam dua klasifikasi. Ada yang masuk dalam klasifikasi 

pedalaman dan juga daerah tertinggal (Lampiran RKPD Kabupaten Ende Tahun 

2018). 
 

Kecamatan Nangapanda merupakan salah satu kecamatan yang terletak 27,55 

km dari kabupaten Ende. Salah satu desa yang tergolong desa terpencil di 



5 

 
 
 
 
 

 

kecamatan tersebut, yaitu desa Romarea menarik perhatian peneliti. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari RadarNtt.co terdapat item pembangunan di desa ini 

yang diduga tidak jelas perkembangannya dan hingga saat ini tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

Pengelolaan dana desa yang seharusnya dapat menunjang malah menjadi tanda 

tanya bagi masyarakat yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat atas 

kinerja aparatur desa. Hal ini membuktikkan masih belum tercapainya suatu 

wujud pembangunan desa yang efisien. 
 

Informasi yang diperoleh di media masa terkait desa Romarea sebelumnya 

juga telah dikonfirmasi langsung kepada salah seorang aparatur desa di desa yang 

bersangkutan oleh peneliti guna membuktikan keakuratan informasi sebelum 

memutuskan untuk melakukan penelitian. 
 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan dana desa oleh aparatur desa dan keterlibatan 

masyarakat dalam mengontrol dan mengawasi pembangunan desa terutama yang 

berasal dari Dana Desa. Selanjutnya, persoalan yang ada pada desa Romarea 

membangkitkan ketertarikan peneliti untuk melihat desa-desa lain dalam satu 

kecamatan tersebut dengan fokus pada penerapan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan Dana Desa. Sehingga penelitian ini dilaksanakan pada 3 (tiga) desa 

yang memiliki klasifikasi desa yang berbeda antara lain Desa Ondorea Barat, 

Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea. 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan 

Dana Desa Pada 3(tiga) Desa di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Tahun 

2018”. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
 

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa pada tiga desa di kecamatan 

Nangapanda? 
 

2. Bagaimana bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa 

pada tiga desa di kecamatan Nangapanda? 
 

3. Apa saja kendala yang dihadapi tiga desa di kecamatan Nangapanda dalam 

pengelolaan Dana Desa? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

1. Desa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Desa Romarea, Desa 

Ndorurea 1, Desa Ondorea Barat. 
 

2. Akuntabilitas dan transparansi Dana Desa dilihat dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (5P) dengan 

memfokuskan pada program Dana Desa tahun 2018. 

 
 

1.4 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dan solusi dari 

permasalahan yang ada. Selain itu peneliti ingin mengetahui kendala yang juga 

ditemui di lokasi penelitian yang menjadi tantangan bagi pemerintah desa di 

wilayah kecamatan Nangapanda. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
 

1. Manfaat Praktis 
 

Membantu instansi pemerintah desa dalam melakukan perbaikan sebagai 

bahan evaluasi dan menjadi bahan referensi berkaitan dengan akuntabilitas 

dan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri 
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dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa. 
 

2. Manfaat Teoritis 
 

Memperluas wawasan terkait dengan akuntabilitas dan transparansi 
 

pengelolaan dana desa untuk dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana 

desa antara realita di lapangan dengan regulasi kebijakan yang termuat 

dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Republik   IndonesiaNo.  20 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 



 
 
 
 

BAB 5 
 

PENUTUP 
 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Akuntabilitas dan 

Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 

dan Desa Romarea di Kecamatan Nangapanda Tahun 2018, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Terkait akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme pengelolaan Dana 

Desa: 
 

a. Akuntabilitas dan transparansi perencanaan Dana Desa di Desa Ondorea 

Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea dimulai dari persiapan 

Musrenbangdus sampai pada penetapan PERDES tentang APBDesa 

tahun 2018. 
 

Dengan adanya APBDesa tersebut: 
 

1) Pemerintah desa secara transparan menyebutkan program kerja dan 

rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2018 berdasarkan skala 

prioritas yang telah ditetapkan dari hasil Musrenbangdes. 
 

2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada 

masyarakat terkait penetapan anggaran dari program kerja yang 

didanai oleh Dana Desa tahun anggaran 2018. Hal ini dengan 
 

memasang baliho APBDes tahun berjalan. 
 

Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian APBDes dilengkapi 

dokumen terkait lainnya, sebagai syarat pencairan Dana Desa ke pihak 

Kabupaten Ende. Hal ini menunjukkan tiga desa tersebut telah 

melakukan tahap perencanaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi. Namun menjadi catatan penting, desa-desa tersebut masih 

belum tepat waktu dalam penyampaian dokumen sebagai syarat 

pencairan Dana Desa tahap berikutnya. 
 

b. Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Dana Desa di Desa Ondorea 

Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan APBDes 
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tahun 2018. Pelaksanaan program kerja untuk bidang yang didanai oleh 

Dana Desa telah dilakukan secara akuntabel melalui sertifikasi kegiatan 

setiap program yang dijalankan, kemudian ditampilkan secara transparan 

dalam media yang dapat diakses oleh masyarakat. Semua kegiatan dan 

program kerja telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan. 
 

c. Akuntabilitas dan transparansi penatausahaan Dana Desa di Desa 

Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea secara teknis untuk 

pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang merupakan tugas 

bendahara desa/kaur keuangan tersebut telah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 20 tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa tiga desa tersebut telah 

melakukan penatausahaan secara akuntabel dan transparan. 
 

d. Akuntabilitas dan transparansi pelaporan Dana Desa di Desa Ondorea 

Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 tahun 2018 seacara prosedur. Dimana Kepala 

Desa yang bertugas menyampaikan laporan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Namun waktu 

penyampaiannya masih belum tepat waktu. 
 

e. Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Dana Desa di Desa 

Ondorea Barat, Desa Ndorurea 1 dan Desa Romarea telah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah desa atas pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang 

direncanakan dalam 1 tahun berjalan secara terbuka kepada masyarakat 

desa melalui papan informasi dan baliho juga melalui forum resmi 

evaluasi berkala di desa (horizontal). Bentuk pertanggungjawaban Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa, pertanggungjawaban 

Kepala Desa melalui penyerahan laporan atas setiap program kerja yang 

sudah terlaksana sesuai prosedur yang ada kepada pemerintah kabupaten 

Ende selaku pihak pemberi wewenang (vertikal). Untuk 

pertanggungjawaban secara teknis, tiga desa tersebut telah melaksanakan 

program kerja sesuai yang direncanakan dengan baik, namun untuk 

pertanggungjawaban secara administrasi pemerintah desa masih perlu 
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ditingkatkan sehingga secara administrasi laporan 

pertanggungjawabannya bisa tepat waktu. 
 

2. Terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa: 
 

1. Partisipasi sebagian masyarakat masih rendah 
 

2. Sumber Daya Manusia dari perangkat desa yang belum memadai 
 

3. Keterlambatan terbitnya Peraturan Bupati 
 

4. PERDES APBDes berubah-ubah 
 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 
 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 
 

1. Peneliti kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai 

pelengkap data wawancara. Hal ini dikarenakan pemerintah desa kurang 

mengarsipkan dengan baik. 
 

2. Narasumber dalam penelitian ini masih terpusat pada perangkat desa bersama 

BPD saja sebagai pihak internal, sedangkan untuk pihak eksternalnya dengan 

satu narasumber dari pihak kecamatan. Dengan kata lain, pernyataan pihak 

eksternal untuk mengkonfirmasi pernyataan pihak internal masih kurang 

maksimal. 

 
 

5.3 Saran 
 

1. Bagi pemerintah Kabupaten Ende melalui pemerintah Kecamatan 

Nangapanda untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada pemerintah 

desa dengan mendampingi atau menyediakan asistensi terkait pembuatan 

laporan pertanggungjawaban. Sehingga proses pengelolaan dana desa dapat 

lebih efektif dan atau tepat waktu. 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah narasumber pihak 

eksternal, agar hasil dari penelitian dapat lebih sempurna. 



 
 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

 

Bachri, Bachtiar R. 2010. Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada 

Penelitian Kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan. 10(1): 46-62. 
 

Ellwood. (2003). Parish and Town Councils: Financial Accountability and 

Managemant, Local Government Studies. VOL 19, pp 368-386. 
 

Gray, R., Owen, D. and Adams, C.l. 1996, Accounting and Accountability: 

Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. 

Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead. 
 

Jensen, and Meckling, W.H. (1996). Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 

Vol 3-No 4:305-306 
 

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005. 
 

Krina, P. Loina. 2003. Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, 

Transparansi dan Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Governance 

BPPN. 
 

Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran pemerintah. Rineka Cipta. Jakarta. 

Kuncoro, Mudrajat, 2013. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Edisi Keempat, 
 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 
 

Mardiasmo. (2004). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. 
 

Yogyakarta. 
 

Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui 

Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal Akuntansi 

Pemerintahan. 
 

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 
 

_________. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 
 

Margono, Drs. 2004. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT Rineke 

Miles, Matthew B, A. Michael Hubermen dan Johnny Saldana, Qualitative 

Nazir, Moh. PH. 1988. Metode Penelitian. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. 



 
 
 
 

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018 
 

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (diakses melalui 

http://jdih.setjen.kemedagri.go.id/ 
 

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (2014). Indonesia. 
 

Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba 

EmpatSugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta 
 

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-

21. Bandung: Alfabeta 
 

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

Dan R&D). Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta. 
 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan  R&D). XIII. 
 

Bandung: Alfabeta. 
 

Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta 

: Rineka Cipta 
 

Sujarweni, V.W., (2014), Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, 

Pustaka Baru Press, Yogyakarta. 
 

Beverly, R., (2017), "Kabupaten Ende Raih ...", Victory News, 28 April 2017 
 

diakses dari https://www.victorynews.id/kabupaten-ende-raih-anugrah-

pangripta-nusan tara-2017/ 

 

Bala, I., (2019), "Perencanaan Terbaik di NTT, Pemda Ende ...", NttNews, 4 Mei 
 

2019 diakses melalui https://voxntt.com/2019/05/04/perencanaan-terbaik-

di-ntt-pemda-ende-sud ah-5-kali-raih-penghargaan/45123/ 

https://www.victorynews.id/kabupaten-ende-raih-anugrah-pangripta-nusantara-2017/
https://www.victorynews.id/kabupaten-ende-raih-anugrah-pangripta-nusantara-2017/
https://www.victorynews.id/kabupaten-ende-raih-anugrah-pangripta-nusantara-2017/
https://voxntt.com/2019/05/04/perencanaan-terbaik-di-ntt-pemda-ende-sudah-5-kali-raih-penghargaan/45123/
https://voxntt.com/2019/05/04/perencanaan-terbaik-di-ntt-pemda-ende-sudah-5-kali-raih-penghargaan/45123/
https://voxntt.com/2019/05/04/perencanaan-terbaik-di-ntt-pemda-ende-sudah-5-kali-raih-penghargaan/45123/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 1 
 

HASIL WAWANCARA 



DESA ONDOREA BARAT 
 

No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Penelitian 
     

PENGELOLAAN DANA DESA    
     

  Kalau bicara mengenai peraturan yang paling dasar   

  itu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lalu   

 Apa saja regulasi/peraturan yang tentang Pengelolaan Dana Desa diatur dalam   

1. 
dijadikan pedoman dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, setelah itu ada 

Kepala Desa 
 

pengelolaan Dana Desa oleh Peraturan Bupati atau   Perda tentang Pembagian  

   

 pemerintah desa Ondorea Barat? pengalokasian Dana Desa, lalu ada Perda tentang   

  APBD, Perda tentang APBD 2, kemudian turun ke   

  Perdes yaitu APBDes.   

  Untuk mekanisme perencanaannya, paling pertama   

  desa harus membuat rencana pembangunan mulai   

  dari tingkat dusun atau musrenbangdus. Di sini lah  Jumat, 7 Agustus 2020 
  pemerintah menggali gagasan dan usulan dari   

  masyarakat. Lalu naik ke musrenbangdes yang   

  mengakomodir semua usulan dan gagasan dari   

 
Bagaimana mekanisme 

tingkat dusun dengan berpedoman pada regulasi.   
 Sebelum masuk ke APBDes, desa harus menyiapkan   

 perencanaan pengelolaan Dana   

2. dokumen perencanaan; meliputi RPJMDes untuk 1 Sekretaris Desa 
 

Desa yang dilakukan oleh 
 

 periode. Pada tahun 2018 digunakan RPJMDes untuk   

 pemerintah desa   

 
Desa Ondorea Barat Tahun 2016-2023. Setelah itu 

  
    

  dimasukan ke dalam dokumen   yang disebut dengan   

  RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Tahun   

  Anggaran 2018, lalu kemudian dimuat dalam   

  APBDes. Untuk pengelolaan Dana Desa sendiri,   

  penggunaanya pada 2 bidang yaitu pada bidang   

  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.   
     



 

Bagaimana mekanisme pencairan 
   

    

 dana yang dilakukan oleh 
Ada dua tahap pencairan, tergantung kelengkapan 

  
 

pemerintah desa? Apa rekening 
  

3. administrasi tahap sebelumnya. Tahun 2018 Bendahara Desa 
 

bank yang digunakan untuk 
 

 
menggunakan rekening Bank NTT. 

  
 

proses pencairan Dana Desa 
  

    

 tahun 2018?    
     

4. 
Bagaimana proses penyerapan Semua terkait anggaran dana desa sudah tertuang 

Bendahara Desa 
 

Dana Desa di tahun 2018? dalam LKPJ tahun tersebut. 
 

   
     

 Dalam pengimplementasiannya,    

 apakah Dana Desa di tahun 2018    

5. ada sisa? Jika ada sisa, apa Ada. Dimasukkan untuk silpa tahun berikut. Bendahara Desa  

 dampaknya untuk tahun    

 berikutnya?    
     

AKUNTABILITAS    
     

 Apakah terdapat standar operasi   
Jumat, 7 Agustus 2020  

pelaksanaan (SOP) untuk 
  

1. Ya ada. Sekretaris Desa 
 

perangkat desa dalam 
 

    

 pengelolaan Dana Desa?    
     

  Ketika sudah melaksanakan semua yang   

  direncanakan terkait dana desa, otomatis desa harus   

  melakukan pertanggungjawaban. Akuntabilitas secara   

 
Bagaimana bentuk 

horizontal atau kepada masyarakat dapat berupa   
 paling pertama sertifikasi kegiatan, menampilkan   
 

akuntabilitas/pertanggungjawaban 
  

2. semua yang terkait dengan pengelolaan di desa pada Kepala Desa 
 

horizontal dan vertikal yang baliho dan papan informasi desa, selain itu membuat 
 

   
 

dilakukan oleh pemerintah desa? 
  

 LKPJ kepala desa setiap tahun dihadapan BPD (pada   

  forum resmi BPD). Untuk akuntabilitas secara   

  vertikal, pemerintah desa membuat laporan realisasi   

  penggunaan DD kepada pemerintah kabupaten.   
      



 

Terkait penatausahaan keuangan 
   

    

 desa terutama yang berhubungan Untuk pembukuannya hampir semua belum, beberapa   

3. 
dengan Dana Desa, pembukuan yang telah dilakukan antara lain; Buku kas umum, 

Bendahara Desa 
 

apa saja yang telah dilakukan Buku pembantu pajak, Laporan realisasi anggaran  

   

 oleh bendahara desa pada tahun (LRA).   

 anggaran 2018?    
     

 Apa saja jenis pelaporan yang    

4. 
dilakukan oleh pemerintah desa 

SPJ, LKPJ. Bendahara Desa 

 

dalam proses pertanggunjawaban  

 pengelolaan Dana Desa?    
     

 Apakah telah sesuai antara hasil    

5. 
pelaksanaan program Dana Desa Ya. Untuk tahun 2018 tidak ada permasalahan dan 

Kepala Desa 
 

dengan yang telah direncanakan sudah direalisasikan sesuai yang direncanakan . Jumat, 7 Agustus 2020   

 sebelumnya?    
     

TRANSPARANSI    
     

  Pada tahap perencanaan dengan menggali gagalan   

  dan usulan mulai dari tingkat dusun sampai   

 Bagaimana bentuk transparansi musrenbangdes untuk kemudian dibuat skala prioritas   

 yang dilakukan oleh pemerintah dan tertuang dalam dan dijilid dalam RKPDes dan   

 desa mulai dari tahap APBDes kemudian menjadi RPJMDes. Pada tahap   

1. perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan melibatkan masyarakat dengan ikut serta Sekretaris Desa  

 pertanggunjawaban (5p) dalam ambil bagian dalam pengerjaan dan pengawasan   

 pengelolaan Dana Desa di tahun program-program yang ada. Penatausahaan,   

 2018? pelaporan sampai pada pertanggunggjawaban   

  diinformasikan pada media-media yang ada di desa   

  dan pada forum BPD.   
 



 Bicara mengenai transparansi Kalau untuk bentuk partisipasi masyarakat secara   

 tentunya butuh keterlibatan atau umum   di desa Ondorea Barat sudah sangat bagus.   

 partisipasi dari masyarakat. Dapat dilihat dari tingginya tingkat kehadiran   

2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada saat proses perencanaan di Sekretaris Desa  

 masyarakat desa dalam proses musrenbangdus. Kemudian ikut terlibat pada saat   

 perencanaan pengelolaan Dana pelaksanaan kegiatan misalnya pengerjaan rabat   

 Desa? jalan.   
     

 Bagaimana peran pemerintah    

 dalam mendukung keterbukaan Pemerintah berperan cukup baik dengan   

 dan penyampaian informasi menginformasikan program-program yang terangkum  

Jumat, 7 Agustus 2020 
3. 

secara jelas ke masyarakat terkait dalam RKP terkait dana desa kepada masyarakat 
Sekretaris Desa  

pelaksanaan program yang melalui media-media yang ada di desa. Sejauh ini 
 

   

 didanai Dana Desa di tahun media yang digunakan seperti papan informasi desa   

 2018? Media apa yang dan baliho di tiap dusun.   

 digunakan?    
     

KENDALA    
     

  Ya, kalo namanya kendala pasti ada. Kendala yang   

 Apakah ada kendala pemerintah kita temukan yaitu ada sebagian masyarakat tidak   

 desa dalam memberikan 100% berpartisipasi atau mendukung kegiatan yang   

1. sosialisasi kepada masyarakat dibuat oleh desa atau dengan kata lain berada di sisi Kepala Desa  

 terkait adanya program Dana yang bersebelahan dengan kita. Sehingga pada saat   

 Desa tahun 2018? melakukan sosialisasi ada yang tidak tertarik atau   

  tidak setuju.   
 



 

Apakah setiap tahun penggunaan 

   

    

 Dana Desa dievaluasi oleh    

 pemerintah kabupaten? Hal apa    

2. 
saja yang menjadi tanggapan dan Ya, sudah pasti. Kalau untuk 2018, evaluasi dari 

Kepala Desa 
 

kendala yang disampaikan 
pihak kabupaten terkait keterlambatan SPJ.  

 
pemerintah kabupaten ke 

  

    

 pemerintah desa dalam    

 pengelolaan dana desa tahun 2018    

 dari evaluasi tersebut?    
     

  Kendala-kendala yang sering dirasakan termasuk di   

  tahun 2018 yaitu keterlambatan dalam pembuatan  Jumat, 7 Agustus 2020 

  dokumen perencananaan sehingga dari kabupaten   

 
Apa yang menjadi kendala atau 

juga terlambat transfer dana. Dengan begitu   
 pelaksanaan jadi tertunda. Lambatnya pembuatan SPJ   
 

permasalahan yang dirasakan 
  

 
juga mengakibatkan   pertanggungjawaban secara 

  

 
pemerintah desa dalam 

  

 
administrasi sering terlambat, sehingga kita 

  
 

menggunakan Dana Desa 
  

3. dahulukan pertanggujawaban fisiknya berdasarkan Sekretaris Desa 
 

terhadap pembangunan desa 
 

 
presentase. Selain itu juga peraturan desa yang selalu 

  
 

terkait pada lima tahap 
  

 
berubah menjadi permasalahan tersendiri, membuat 

  

 
pengelolaan DD pada tahun 

  

 
pemerintah desa juga kebingungan dan harus 

  
 

2018? 
  

 
menyesuaikan dulu sehingga memerlukan waktu 

  

    

  untuk penyesuaian. Jadi kalau berbicara soal kendala,   

  bisa saja muncul dari internal (pemdes) atau dari   

  pihak kabupaten.   
 



No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Penelitian 
     

 Apa peran BPD dalam hal 
BPD turut serta mengikuti pelaksanaan 

  
 

pengawasan pengelolaan Dana 
  

1. program-program yang sebelumnya sudah direncanakan   
 Desa yang dilakukan oleh 

bersama. 
  

 pemerintah desa di tahun 2018?   
     

 Dalam kacamata BPD, Pada tahun 2018, pemerintah desa sangat transparan   

2. 
bagaimana kinerja pemerintah kepada BPD sehingga bersama-sama dengan BPD untuk   

desa dalam pengelolaan Dana melaksanakan proses pembangunan yang sudah   

   

 Desa pada tahun 2018? direncanakan.   
     

 Hal atau bidang apa saja yang    

3. 
sudah menjadi evaluasi   BPD Evaluasi terkait kelengkapan dokumen serta   
terkait kinerja dari pemerintah penyampainnya.   

 
desa terhadap   pengelolaan 

  

  

Sekretaris BPD 
 

 
Dana Desa pada tahun 2018? 

 
Jumat, 7 Agustus 2020   Desa Ondorea  

Dalam penilaian BPD, 
  

  Barat  

 bagaimana pemerintah desa 
Sudah sangat transparan disajikan dan diinformasikan 

  
 

menyajikan atau 
  

4. dalam bentuk baliho dan papan informasi setiap 
  

menginformasikan   kepada   

 

kegiatan yang sedang dijalankan. 
  

 masyarakat terkait pengelolaan   

 Dana Desa pada tahun 2018?    
     

 Dalam pandangan BPD, apakah    

 terdapat kendala yang dihadapi Kendala yang dihadapi masih dalam batas wajar,   
 pemerintah desa dalam berupa keterlambatan dalam pelaporan SPJ dikarenakan   

5. pengelolaan Dana Desa mulai 
  

dalam pembuatannya masih butuh bimbingan oleh pihak 
  

 
dari perencanaan sampai pada 

  

 kecamatan.   

 
pertanggungjawaban pada 

  
    

 tahun 2018?    
      



 

Menurut BPD, apa strategi 
 

Ya. Untuk tahun 2018, meskipun ada sebagian kecil 

  

    
 yang diterapkan pemerintah    

  masyarakat yang kurang berpartisipasi tetapi secara   
 

desa untuk melibatkan 
   

6. 
 
keseluruhan   dapat dikatakan sudah efektif. Artinya di 

  

partisipasi masyarakat dalam 
   

  
sini masyarakat sama-sama bekerja, aktif dan ikut terjun 

 

Jumat, 7 Agustus 2020  
pengelolaan Dana Desa tahun 

  
  

ke dalam kelompok-kelompok kerja. 
 

    

 
2018 sudah efektif? 

   

     
      

 Menurut BPD, Bagaimana     

 pembangunan fisik yang  
Ya, sudah memadai. Sudah sesuai dengan apa yang 

  

7. didanai oleh Dana Desa tahun 
   

 
direncanakan sebelumnya. 

  

 
2018 di desa Ondorea Barat 

   
     

 sudah memadai?     
       



DESA NDORUREA 1 
 

No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Peneltian 
     

PENGELOLAAN DANA DESA    
     

 
Apa saja regulasi/peraturan yang 

Peraturan yang kita gunakan merupakan rujukan dari   
 Undang-undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah,   

1. 
dijadikan pedoman dalam 

Peraturan menteri keuangan, Peraturan menteri desa. Kepala Desa 
 

pengelolaan Dana Desa oleh  
 pemerintah desa Ndorurea 1? Untuk tingkat daerah ada Perda dan Perbup Ende,   
 

Perdes Ndorurea 1. 
  

    
     

  Berdasarkan peraturan yang ada, pemerintah desa   

 
Bagaimana mekanisme 

membuat suatu perencanaan mulai dari tingkat   
 

musdus, musdes, sampai pada muscam atau 
  

 

perencanaan pengelolaan Dana 
 

Senin, 10 Agustus 2020 
2. musrenbang di tingkat kecamatan. Setelah adanya Kepala Desa Desa yang dilakukan oleh  

 pemerintah desa? penetapan oleh BPD, baru ke tahap selanjutnya   
 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang 
  

    

  ada.   

  Untuk mekanisme pencairan itu sama, baik tahun 2018   

 Bagaimana mekanisme pencairan maupun tahun-tahun sebelumnya sampai kini. Salah   

 yang dilakukan oleh pemerintah satu persyaratannya beberapa dokumen seperti   

3. desa? Apa rekening bank yang APBDes, LKPD, dan LKPJ diajukan kepada badan Kepala Desa  

 digunakan untuk proses pencairan pemerintahan desa yang ada di kabupaten. Semua   

 Dana Desa? rekomendasi pencairan dari dinas terkait. Rekening   

  yang digunakan tahun 2018 rekening Bank NTT.   
      



  Dari besaran yang diterima sebesar Rp.938.624.334   

  membiayai bidang pembangunan dengan beberapa   

4. 

Bagaimana penyerapan Dana kegiatan seperti rabat jalan, sarana-prasarana dll, 

Sekretaris Desa 

 

Desa di tahun 2018? sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat  

  terdapat beberapa kegiatan antara lain Budi daya ikan   

  air tawar, Pelatihan kelompok tani dan nelayan dll.   

     

 Dalam pengimplementasiannya, 
Ya ada. Untuk dana sisa menjadi silpa di tahun berikut 

  
 apakah Dana Desa di tahun 2018   

5. ada sisa? Jika ada sisa, apa dengan APBDes yang baru. Dampaknya dari APBN Kepala Desa  

akan mengalami pengurangan transfer transferan dana 
 

 dampaknya untuk tahun   

 desa sebesar silpa yang lalu.   

 
berikutnya? 

  
    
     

AKUNTABILITAS   Senin, 10 Agustus 2020 
     

 Apakah terdapat standar operasi    

1. 
pelaksanaan (SOP) untuk 

Untuk SOP kita menyesuaikan pada Peraturan Bupati. Kepala Desa 

 

perangkat desa dalam  

 pengelolaan Dana Desa?    
     

 Bagaimana bentuk Pertama menyampaikan LKPJ akhir tahun selama   

2. 

akuntabilitas/pertanggungjawaban tahun berjalan kepada BPD. Setelah disahkan oleh 

Kepala Desa 

 

horizontal dan vertikal yang BPD, kemudian disampaikan kepada bupati melalui  

 dilakukan oleh pemerintah desa? camat.   
     

 Terkait penatausahaan keuangan    

 desa terutama yang berhubungan    

3. 

dengan Dana Desa, pembukuan Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak, Buku 

Bendahara Desa 

 

apa saja yang telah dilakukan bank.  

 oleh bendahara desa pada tahun    

 anggaran 2018?    
      



 

Apa saja jenis pelaporan yang 
 

Dokumen yang paling pertama SPJ. Untuk tahun 2018 
  

    

4. 

dilakukan oleh pemerintah desa  ada 3 kali pencairan untuk dana desa. Kalau SPJ sudah 

Bendahara Desa 

 

dalam proses pertanggunjawaban  selesai dibuat LKPJ kepala desa selama satu tahun  

 pengelolaan Dana Desa?  anggaran.   
      

 Apakah telah sesuai antara hasil  
Ya sudah pasti. Karena setiap yang kita jalankan harus 

  
 pelaksanaan program Dana Desa    

5. dengan yang telah direncanakan  sesuai dengan sudah direncanakan. Kalau tidak begitu Kepala Desa  
 sebelumnya?  maka akan bertentangan dengan regulasi yang ada.   
     

      

TRANSPARANSI     
     

Senin, 10 Agustus 2020  Bagaimana bentuk transparansi  
Mulai dari musdus sudah transparan. Artinya bebas 

 
 

yang dilakukan oleh pemerintah 
   

  
dan terbuka kita sampaikan kepada masyarakat terkait 

  

 
desa mulai dari tahap 

   

  
Dana Desa. Semua usulan-usulan dari masyarakat 

  

1. perencanaan sampai pada tahap 
 

Sekretaris Desa 
 

 
ditampung oleh tim sebelas, lanjut ke musdes dstnya. 

 

 
pertanggunjawaban (5p) dalam 

   

  
Kemudian tahun berjalan adanya pertanggungjawaban 

  

 
pengelolaan Dana Desa di tahun 

   
  

dalam bentuk LKPJ kepada BPD dan masyarakat. 
  

 
2018? 

   

     
      

 Bicara mengenai transparansi     

 tentunya butuh keterlibatan atau     

 partisipasi dari masyarakat.     

2. Bagaimana tingkat partisipasi  Partisipasi masyarakat desa Ndorurea 1 sangat tinggi. Sekretaris Desa  

 masyarakat desa dalam proses     

 perencanaan pengelolaan Dana     

 Desa?     
 



 Bagaimana peran pemerintah    

 dalam mendukung keterbukaan    

 dan penyampaian informasi    

3. secara jelas ke masyarakat terkait Kita selalu menyampaikan setiap kegiatan dengan Sekretaris Desa  
 pelaksanaan program yang jelas melalui papan informasi dan baliho.   

 didanai Dana Desa di tahun    

 2018? Media apa yang    

 digunakan?    

KENDALA    
     

 Apakah ada kendala pemerintah 
Kendala terkait sosialisasi kepada masyarakat itu 

  
 desa dalam memberikan   

 
biasanya setelah pembangunan itu jadi. Misalnya 

  

1. sosialisasi kepada masyarakat Kepala Desa 
 

perawatan dari hasil pembangunan itu sendiri masih  

 terkait adanya program Dana   

 
dirasa kurang maksimal. 

  
 

Desa tahun 2018? 
  

    

 Apakah setiap tahun penggunaan    

 Dana Desa dievaluasi oleh    

 pemerintah kabupaten? Hal apa Ya setiap tahun ada evaluasi termasuk tahun 2018.  Senin, 10 Agustus 2020 

 saja yang menjadi tanggapan dan Evaluasi dokumen dari kegiatan pembangunan yang   

2. kendala yang disampaikan dijalankan. Kalau dari kabupaten evaluasi   terkait Sekretaris Desa  

 pemerintah kabupaten ke keterlambatan dokumen yang disampaikan oleh pihak   

 pemerintah desa dalam desa.   

 pengelolaan dana desa tahun 2018    

 dari evaluasi tersebut?    
     

 Apa yang menjadi kendala atau Tahun 2018 tidak terlalu signifikan. Kalau kendala   

 permasalahan yang dirasakan yang berkaitan dengan teknisi tidak ada hanya seputar   

 pemerintah desa dalam cuaca yang tidak mendukung sewaktu-waktu turut   

3. 

menggunakan Dana Desa mempengaruhi pembangunan. Terhambatnya 

Sekretaris Desa 

 

terhadap pembangunan desa pembangunan tentu saja berpengaruh terhadap LKPJ  

 terkait pada lima tahap yang kita kerjakan. Hal tersebut menjadi sedikit   

 pengelolaan DD pada tahun kendala dalam menyampaikan informasi kepada   

 2018? masyarakat. Kalau untuk hal lain lancar-lancar saja.   
 



 
 

No. 
 

Pertanyaan Wawancara 
 

Hasil Wawancara 
 

Informan 
 

Waktu Peneltian 
 

      
           

   Apa peran BPD dalam hal  
Peran BPD dalam pengelolaan dana desa itu sifatnya 

     
   

pengawasan pengelolaan Dana 
      

 1.   pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Apakah      
   Desa yang dilakukan oleh  

sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. 
     

   pemerintah desa di tahun 2018?       
           

   Dalam kacamata BPD,  Kalau kinerja pemerintah desa Ndorurea 1 di tahun      

 2.  bagaimana kinerja pemerintah  2018 cukup baik. Dimana mereka menggunakan dana      
   desa dalam pengelolaan Dana  desa tersebut sesuai dengan yang sudah ditetapkan      

   Desa pada tahun 2018?  bersama.      
           

   
Hal atau bidang apa saja yang 

 Kalau   evaluasi tentu ada. Evaluasi berupa sedikit      
    

catatan dan perbaikan terkait program-program yang 
     

   
sudah menjadi evaluasi   BPD 

      

    
dijalankan sebagai penyempurnaan. Pada intinya, 

     
 

3. 
 
terkait kinerja dari pemerintah 

      

   
pemerintah desa menjalankan semua yang telah 

     

   
desa terhadap   pengelolaan 

      

    
ditetapkan, kinerjanya juga baik, dan tidak ada 

 
Ketua BPD Desa 

   

   

Dana Desa pada tahun 2018? 
   

Senin, 10 Agustus 2020 
 

    penyimpangan.  Ndorurea 1   
         

   Dalam penilaian BPD,        

   bagaimana pemerintah desa  
Untuk tahun 2018 sampai dengan saat ini pemerintah 

     
   

menyajikan atau 
      

 4.   selalu transparan dalam menyampaikan informasi      
   menginformasikan terkait  

terkait penggunaan dana desa tersebut. 
     

   
pengelolaan Dana Desa kepada 

      

          

   masyarakat pada tahun 2018?        

   Dalam pandangan BPD, apakah        

   terdapat kendala yang dihadapi        

   pemerintah desa dalam  
Kendala hanya di keterlambatan untuk pelaporan dan 

     
 

5. 
 
pengelolaan Dana Desa mulai 

      

   
pencairan saja. 

     

   
dari perencanaan sampai pada 

      

          

   pertanggungjawaban pada tahun        

   2018?        
 



 

Menurut BPD, apa strategi yang 
   

    

 diterapkan pemerintah desa    

6. 
untuk melibatkan partisipasi Ya, sudah efektif. Terlihat dari antusias warga   

masyarakat dalam pengelolaan terhadap setiap kegiatan yang dijalankan.   

 Dana Desa tahun 2018 sudah    

 efektif?    

 Menurut BPD, Bagaimana   Senin, 10 Agustus 2020 
 pembangunan fisik yang didanai Untuk tahun 2018 pembangunan dari penggunaan   

7. oleh Dana Desa tahun 2018 di dana desa sudah dijalankan sesuai apa yang   

 desa Ndorurea 1 sudah direncanakan. Sudah cukup memadai.   

 memadai?    
 



DESA ROMAREA 
 

No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Penelitian 
     

PENGELOLAAN DANA DESA    
     

  Yang paling pertama UU Desa No 6 Tahun 2014   

  tentang Desa. Lalu ada beberapa aturan yang terus   

  mengalami perubahan sinkronisasi antara permendagri   

 
Apa saja regulasi/peraturan yang 

dan permendes. Untuk 2018 menggunakan UU yang   
 dikeluarkan oleh pemerintah pusat dari 2017.   

1. 
dijadikan pedoman dalam 

PERMENDAGRI 111 tentang Pedoman Penyusunan Kepala Desa 
 

pengelolaan Dana Desa oleh  
 pemerintah desa Romarea? Peraturan Desa, yang kedua PERMENDAGRI Nomor   
 

113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
  

    

  Dari dua dasar itu diperkuat dengan Peraturan Daerah   

  atau Peraturan Bupati sejalan dengan peraturan dari   

  pusat.   
    

Rabu, 12 Agustus 2020   Untuk proses perencanaan sesuai dengan  

  undang-undang dimulai dengan melakukan penggalian   

  gagasan atau musyawarah dusun. Adapun dikenal Tim   

  Sebelas atau tim penyusun RPJMDes yang turun ke   

  wilayah dusun masing-masing dan Tim Tujuh atau tim   

 Bagaimana mekanisme penyusun RKPDes. Untuk diketahui di desa ini   

2. perencanaan pengelolaan Dana terdapat tiga dusun. Dimana dalam musdus di Kepala Desa  
 Desa yang dilakukan oleh masing-masing dusun akan diinput seluruh daftar   

 pemerintah desa usulan dan nantinya akan tertuang dalam dua format,   

  salah satunya RKPDes yang di dalamnya akan terdiri   

  dari empat bidang. Dari empat bidang tersebut, dua   

  bidang yang menjadi program dengan menggunakan   

  Dana Desa, antara lain bidang pembangunan dan   

  bidang pemberdayaan masyarakat.   
 



  

Ada beberapa dokumen yang menjadi evaluasi tiap 
  

    

  tahunnya terkait penggunaan Dana Desa. Pertama   

  LKPJ, Kedua RKPDes dan APBDes. Setelah tiga   

  dokumen ini dilaporkan dan dievaluasi oleh pihak   

 Bagaimana mekanisme pencairan dinas, barulah Desa melalui bendahara desa dapat   
 dana yang dilakukan oleh 

mengajukan SPP (surat pengajuan pencairan) yang   
 

ditujukan kepada kepala dinas melalui camat sebagai 
  

3. pemerintah desa? Apa rekening Bendahara Desa 
 

perpanjangan tangan bupati. Setelah itu dinas akan  

 bank yang digunakan untuk   
 

merekomendasikan Desa bersangkutan layak untuk 
  

 
proses pencairan Dana Desa? 

  

 
melakuka pencairan. tahapan ini berlaku sampai 

  

    

  dengan tahun 2018. Tetapi sejak tahun 2018 adanya   

  peraturan terbaru dimana harus menyerahkan SPJ baru  

Rabu, 12 Agustus 2020   bisa dicairkan dana nya. Rekening yang digunakan  

  adalah rekening bank NTT.   
     

  Besaran yang diterima pada tahun 2018 sebesar Rp.   

  887.036.787. Khusus untuk Dana Desa membiayai dua   

  bidang yaitu bidang pembangunan dan bidang   

  pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang   

  pembangunan sejumlah Rp.638.022.000 dengan   

4. 

Bagaimana proses penyerapan beberapa kegiatan pembangunan diantaranya rabat 

Bendahara Desa 

 

Dana Desa di tahun 2018? jalan, sarana dan prasarana dan pembangunan  

  darinase. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan   

  masyarakat sejumlah Rp. 25.085.000 digunakan untuk   

  membiayai beberapa kegiatan diantaranya operasional   

  TK, Insentif kader kesehatan (posyandu), pelatihan   

  dan pengembangan sistem administrasi keuangan.   
      



  Untuk dana desa yang sisa baru ada di tahun 2019,   

 
Dalam pengimplementasiannya, 

tahun 2018 dan sebelumnya   tidak ada sisa. Kalau   
 

ada sisa (misalnya di tahun 2019) akan dimasukan ke 
  

 

apakah Dana Desa di tahun 2018 
  

5. 
dalam silpa di tahun berikutnya. Setelah dokumen net 

Bendahara Desa 
 

ada sisa? Jika ada sisa, apa semua dan sudah terjadinta pencairan, desa melakukan  
 

dampaknya untuk tahun 
  

 
APBDes perubahan. Memasukan kembali silpa dari 

  

 
berikutnya? 

  
 

tahun sebelumnya (tahun 2019) di tahun berjalan 
  

    

  (tahun 2020).   

AKUNTABILITAS    
     

  Untuk desa-desa di kecamatan Nangapanda biasanya   

 
Apakah terdapat standar operasi 

sebelum melakukan evaluasi di kabupaten sudah   
 melalui tahapan itu di kecamatan. Jadi dapat dikatakan   

 

pelaksanaan (SOP) untuk 
  

1. masih berupa satu format. Misalnya untuk kegiatan Sekretaris Desa  
 perangkat desa dalam apa saja yang dilakukan, SOPnya jelas tidak beda jauh.  Rabu, 12 Agustus 2020  

pengelolaan Dana Desa? 
 

 
Diarahkan oleh pihak kecamatan menyesuaikan 

  
    

  dengan aturan atau regulasi.   
     

  Setelah dokumen sudah selesai, desa   

  menginformasikan kepada masyarakat paling pertama   

  melalui info grafis desa meliputi struktur APBDes dari   

  masing-masing bidang, yang kedua berkaitan dengan   

 
Bagaimana bentuk 

fisik misal bidang pembangunan akan ditampilkan   
 

pada papan proyek kegiatan misal sekian pagu 
  

 akuntabilitas/pertanggungjawaban   

2. horizontal dan vertikal yang anggaran, dll. Di samping itu, pada saat eksekusi Kepala Desa  
 

dilakukan oleh pemerintah desa? 
pelaksanaan kegiatan dihadirkan masyarakat untuk   

 membahas hal-hal terkait beberapa kegiatan di tahun   

  berjalan. Kemudian kepala desa menyampaikan   

  laporan pertanggunjawaban di hadapan masyarakat   

  yang dipimpin oleh BPD dihadiri juga oleh pihak   

  kecamatan.   
 



 

Terkait penatausahaan keuangan 
   

    

 desa terutama yang berhubungan Beberapa pembukuan yang dilakukan diantaranya;   

3. 
dengan Dana Desa, pembukuan 

Buku kas umum, Buku kas pembantu kegiatan, Buku Bendahara Desa 
 

apa saja yang telah dilakukan  

 oleh bendahara desa pada tahun bantu pajak dan Buku bank.   
    

 anggaran 2018?    
     

 Apa saja jenis pelaporan yang    

4. 

dilakukan oleh pemerintah desa 

Kalau untuk pelaporan termuat di dalam siskeudes. Bendahara Desa 

 

dalam proses pertanggunjawaban  

 pengelolaan Dana Desa?    
     

 Apakah telah sesuai antara hasil Secara garis besar sudah sesuai antara perencanaan   

5. 
pelaksanaan program Dana Desa dengan pelaksanaannya, baik pada bidang 

Kepala Desa 

 

dengan yang telah direncanakan pembangunan maupun bidang pemberdayaan  

 sebelumnya? masyarakat.   
     

TRANSPARANSI   Rabu, 12 Agustus 2020 
     

 Bagaimana bentuk transparansi    

 yang dilakukan oleh pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat terkait kegiatan   

 desa mulai dari tahap pembangunan yang dijalankan, menerima masukan   

1. perencanaan sampai pada tahap dan berdiskusi dengan masyarakat misalnya pada saat Sekretaris Desa  

 pertanggunjawaban (5p) dalam pelaksanaan ditemui persoalan atau kendala di   

 pengelolaan Dana Desa di tahun lapangan.   

 2018?    
     

 Bicara mengenai transparansi    

 tentunya butuh keterlibatan atau 
Partisipasi masyarakat di desa ini cukup baik. Selain 

  
 

partisipasi dari masyarakat. 
  

 
aktif dalam memberikan gagasan pada saat 

  

2. Bagaimana tingkat partisipasi Sekretaris Desa 
 

musyawarah juga aktif dalam pengerjaan 
 

 
masyarakat desa dalam proses 

  
 

pembangunan atau proyek yang dijalankan. 
  

 
perencanaan pengelolaan Dana 

  

    

 Desa?    
      



 Bagaimana peran pemerintah    

 dalam mendukung keterbukaan    

 dan penyampaian informasi 
Pemerintah menggunakan media seperti papan proyek 

  
 secara jelas ke masyarakat terkait   

3. pelaksanaan program yang (khusus dana desa) dan baliho (ABPDes) yang di Sekretaris Desa  

 didanai Dana Desa di tahun dalamnya juga termuat dana desa.   
    

 2018? Media apa yang    

 digunakan?    

KENDALA    
     

  Progres yang diharapkan banyak melenceng.  Rabu, 12 Agustus 2020 
  Undang-undang mengatur bahwa melakukan   

  penggalian gagasan untuk musdus dimulai pada bulan   

  juli-agustus. Setelah itu dokumen RKP yang menjadi   

  bahan untuk penetapan   tahun berikutnya september.   

 Apakah ada kendala pemerintah Namun realita yang dirasakan sampai saat ini pada   

 desa dalam memberikan saat ekstensi di kabupaten, penetapan molor sampai   

1. sosialisasi kepada masyarakat bulan juni sampai juli, dan pencairan molor agustus Kepala Desa  

 terkait adanya program Dana sampai september. Dimana pada bulan-bulan begitu   

 Desa tahun 2018? memasuki iklim atau musim hujan. Hal tersebut   

  menjadi kendala khusus bagi desa ini. Selain lokasi   

  desa yang berada di pedalaman, akses jalanan yang   

  kurang mendukung juga turut menjadi penghambat   

  kelancaran pembangunan terlebih pada saat musim   

  hujan.   



 Apakah setiap tahun penggunaan    

 Dana Desa dievaluasi oleh    

 pemerintah kabupaten? Hal apa 
Keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah atau 

  
 

saja yang menjadi tanggapan dan 
  

2. 
peraturan bupati untuk memperkuat peraturan dasar. 

Kepala Desa 
 

kendala yang disampaikan Keterlambatan ini mempengaruhi desa dalam  
 

pemerintah kabupaten ke 
  

 
kelancaran membuat penetapan. 

  
 

pemerintah desa dalam 
  

    

 pengelolaan dana desa tahun 2018   Rabu, 12 Agustus 2020 
 

dari evaluasi tersebut? 
  

    

     

 Apa yang menjadi kendala atau    

 permasalahan yang dirasakan    

 pemerintah desa dalam Kalau untuk tahun 2018 tidak ada kendala yang cukup   

3. menggunakan Dana Desa signifikan baik pada tahap pelaksaan sampai Kepala Desa  
 terhadap pembangunan desa pertanggungjawaban. Kendala baru dirasakan pada   

 terkait pada lima tahap tahun 2019.   

 pengelolaan DD pada tahun    

 2018?    



 
 
 
 

No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Penelitian 
     

 Apa peran BPD dalam hal BPD memiliki peran penting di tingkat desa. Kita   

1. 
pengawasan pengelolaan Dana mengawasi dan mengontrol proses pembangunan desa   

Desa yang dilakukan oleh dalam hal apa saja. Kalau ada masalah BPD bersama   

 pemerintah desa di tahun 2018? dengan perangkat desa mencari solusi bersama.   
     

 Dalam kacamata BPD, 
Sudah cukup ketat, sesuai dengan aturan dan regulasi 

  
 

bagaimana kinerja pemerintah 
  

2. yang ada. Terkait keuangan dan pembangunan sudah   
 desa dalam pengelolaan Dana 

tepat, jelas dan tuntas.   
 

Desa pada tahun 2018? 
  

    
     

 Hal atau bidang apa saja yang 
Evaluasi terkait kendala-kendala proses pembangunan 

Ketua BPD Desa  
 

sudah menjadi evaluasi   BPD Romarea 
 

 pada saat pertemuan khusus (intern). Atau bisa saja  

3. terkait kinerja dari pemerintah 
  

kami langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu 
  

 
desa terhadap   pengelolaan 

  

 masalah apa yang sedang terjadi.   

 
Dana Desa pada tahun 2018? 

 
Rabu, 12 Agustus 2020    

     

 Dalam penilaian BPD,    

 bagaimana pemerintah desa Ya kalau untuk Romarea sekitar 75% lah, belum   

4. 

menyajikan atau 100%. Karena memang keadaan dan situasi seperti itu.   

menginformasikan terkait Tapi kami berusaha bisa lebih maju dan lebih baik lagi   

 pengelolaan Dana Desa kepada ke depannya.   

 masyarakat pada tahun 2018?    
 



 
 
 
 

 Dalam pandangan BPD, apakah Ada beberapa kendala, antara lain berupa kendala   
 terdapat kendala yang dihadapi pencairan, prosedur, iklim, situasi dan kondisi.   
 

pemerintah desa dalam 
  

 
Misalnya, pencairan bertepatan dengan musim hujan. 

  

5. pengelolaan Dana Desa mulai 
  

Di samping itu juga listrik yang belum 24jam tersedia   

 dari perencanaan sampai pada   

 
di desa ini membuat kami petugas desa   kewalahan 

  
 

pertanggungjawaban pada tahun 
  

 dalam mengurus dokumen.   
 2018?    

 Menurut BPD, apa strategi yang    

 diterapkan pemerintah desa    

6. 
untuk melibatkan partisipasi 

Strategi pemerintah desa sejauh ini sudah cukup baik. 

  

masyarakat dalam pengelolaan   

 Dana Desa tahun 2018 sudah    

 efektif?    

  Kalau untuk 2018 sudah telaksana dengan baik. Tapi  

Rabu, 12 Agustus 2020   dikarenakan daerah sini termasuk yang rawan  

 Menurut BPD, Bagaimana bencana. Di sini saat musim hujan cukup berbahaya,   

7. 

pembangunan fisik yang didanai salah satunya bisa mengakibatkan tembok penyokong   

oleh Dana Desa tahun 2018 di roboh.   Baru bangun 3 atau 4 bulan bencana datang,   

 desa Romarea sudah memadai? lalu rusak begitu saja. Pengerjaan sudah sesuai dengan   

  aturan, namun tidak didukung oleh situasi dan kondisi   

  pada saat itu.   



 
 
 
 

PIHAK KECAMATAN NANGAPANDA 

 

No. Pertanyaan Wawancara Hasil Wawancara Informan Waktu Peneltian 
     

  Berkaitan dengan pengeolaan Dana Desa itu ada   

  berbagai macam rujukan. Tentunya rujukan paling   

  dasar dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Lalu   

  Peraturan Pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan   

  UU Desa ini ada bebrapa kelembagaan kementerian   

 Apa saja regulasi/peraturan yang menjadi ujung tombak dari pelaksaaan UU itu   

 yang dijadikan pedoman sendiri. Nah yang pertama, Kementerian Dalam 
Sekretaris Camat 

 

1. dalam pengelolaan Dana Negeri dan Kementerian Desa. Berkaitan dengan dana Senin, 24 Agustus 2020 
Nangapanda  

Desa oleh pemerintah desa itu ada kaitannya lagi dengan kementerian keuangan. 
 

   

 di kecamatan Nangapanda? Dari masing-masing kementerian aa   

  petunjuk-petunjuk teknis nya. Di daerah juga harus   

  diatur dengan perauran daerah atau peraturan bupati   

  degan dasar hukumnya UU No.6 tahun 2014,   

  Peraturan Pemerintah No.43 dan Permenkeu sebagai   

  dasar   penyusunan Peraturan daerah.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bagaimana mekanisme  

2. perencanaan pengelolaan 
Dana Desa yang dilakukan 
oleh pemerintah desa? 

 
 
 

 

Prosesnya perencanaan kegiatan mulai dari 

musyawarah di desa. Setelah itu ditetapkan perdes. 

Lalu buat RAPBDes. APBDes itu dimusyawarah lagi. 

Di desa itu ada 4 bidang yang perlu dilakukan dengan 

anggaran yang ada. Pembagian porsi keuangan untuk 

ADD yang sumbernya dari APBD II untuk 

penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan 

masyarakat desa, lebih bersifat operasional. Kalo DD 

yang bersumber dari APBN untuk bidang pelaksanaan 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Semua proses pengelolaan itu harus sesuai 

dengan dasar-dasar hukum yang ada. Di desa ada 

perdes tentang APBDes. Dari 28 desa untuk 2018 

yang lalu semua sudah melaksanakan kegiatannya. 

Kalau untuk Ndorurea 1 dan Ondorea Barat 

dibandingkan dengan Romarea prosesnya lebih cepat. 

Romarea agak tersendat dikrenakan akses jauh dari 

ibukota kecamatan, susah sinyal, banyak silpa. 

kesulitan sarana transportasi, keterbatasan listrik, 

komunikasi. Jadi berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan desa tetap berjalan tetapi agak tersendat 

karena kendala-kendala tersebut. Apa lagi pengelolaan 

keuangan sekarang lebih mengandalkan IT, listrik 

menjadi sumber energi utama sbg pendukung. 

Sehingga untuk Desa Romarea dengan situasi dan 

kondisi yang seperti itu, pengelolaan keuangan nya 

masih belum maksimal.  



 
 
 
 

 
Apakah desa-desa di 

Sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 semua desa wajib   
 

memiliki rekening desa. Jadi rekening desa itu ada 2 
  

 kecamatan Nangapanda   

3. orang yang menandatangani yaitu kepala desa dan   

pada tahun 2018 sudah 
  

 
bendahara. Unruk semua desa di kecamatan 

  

 memiliki rekening desa?   
 

Nangapanda menggunakan rekening Bank NTT. 
  

    
     

  Berkaitan dengan itu kita kan ada hubungan kerja,   

  pembinaan dan pengawasan. Kita sudah atur   

  mekanisme nya terkait keterlibatan masyarakat. Di   

  desa kan ada musdes yang diselenggarakan oleh BPD.   

 
Apakah ada komitmen dari 

Jadi berkaitan dengan keterlibatan msyarakt dalam   
 

pembangunan itu yang mana berarti dari mereka oleh 
  

 
pihak kecamatan untuk 

  

 
mereka dan untuk mereka sendiri, tidak ada pihak lain 

  

4. meningkatkan partisipasi 
  

selain masyarakat itu sendiri dengan mekanisme yang 
  

 
masyarakat terkait 

  

 
sudah diatur. Jadi pada saat musdes masyarakat 

  

 
pengelolaan dana desa? 

  
 

berpartisipasi untuk menyampaikan segala aspirasi 
  

    

  nya. Mulai dari tahap prencanan mau kerja apa, mau   

  libatkan siapa pada saat pelaksanaan. Nanti pada saat   

  musyawarah kami hadir di sana sebagai pengawasan   

  dan pembinaan.   
     



 
 
 
 

  Masa transisi dari manual ke IT. Kesulitan itu pasti   

  ada. Di tahun 2018 kami sering terlambat dalam   

  pengajuan karena seluruh proses perencanaan kegiatan   

  maupun anggaran harus terinput dulu dalam 1 aplikasi.   

  Nah adaptasi ini yang dari manual ke aplikasi   

 
Apakah yang menjadi 

membuat kami kesulitan. Cair sih cair tapi mekanisme   
 

pencairan nya kita harus menyesuaikan dengan 
  

 
kendala dalam pengelolaan 

  

 aplikasi tersebut. Jadi kendalanya cuman di situ   

5. dana desa tahun 2018 di   

sebenarnya. Paling utama nya di stu, mungkin sampai 
  

 
desa-desa wilayah 

  

 
denga saat ini, karena tiap tahun kode nya selalu 

  

 
kecamatan Nangapanda? 

  
 

berubah. Nah untuk mendisiplinkan itu kita punya 
  

    

  alternatif, mereka kesini saja dengan fasilitas yang ada   

  di sini, pengawasan pembinaan juga lebih mudah. Di   

  samping itu kami juga ada jadwal khusus untuk   

  mereka misalnya kunjungan evaluasi ke desa-desa   

  melihat dengan kebutuhan.   
     

 
Bagaimana penerapan 

Akuntabilitas makin terlihat dengan berlakunya   
 

aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini akuntabilitas 
  

 
akuntabilitas dan 

  

 
pengelolaan dana desa sudah mulai terkendali. Artinya 

  

 
tranparansi pengelolaan 

  
 

segala sesuatu sudah terekam dalam sistem. Jadi untuk 
  

 
dana desa dalam tahap 

  

6. meminimalisir kesalahan-kesalahan kecil sudah tidak 
  

perencanaan, pelaksanaan, 
  

 
ada lagi sejak diberlakukan aplikasi. Sejak 

  

 penatausahaan, pelaporan   

 diberlakukannya aplikasi SISKEUDES akuntabilitas   

 
dan pertanggungjawaban 

  
 

jauh lebih efektif, tinggal sekarang tergantung kita nya 
  

 pada tahun 2018?   

 menyiapkan SDM yang berkualitas.   

    
     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bagaimana manfaat yang 

dirasakan dari adanya  
7. program Dana Desa 

terhadap 

pembangunan desa? 

 
 
 

 

Yang jelas tujuan pemerintah adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat. Kementerian sudah 

mengatur menu-menu nya sesuai dengan situasi dan 

kondisi di desa nya masing-masing, tinggal bagaimana 

kepala desa selaku pemimpin di sana membuat 

rpjmdes itu disinkronkan dengan menu-menu yang 

sudah ada dari kementerian. Kembali lagi kepada 

masyarakat nya. Rata-rata kita hanya memenuhi 

sarana prasarana, menghabiskan anggaran, dan 

selesai. Artinya uang itu habis, ada barang, namun 

barang tersebut belum mampu untuk mendongkrak 

perekonomian. Perekonomian di desa itu yang 

menjadi prioritas utama tolak ukur kesejahteraan. 

Misalnya di desa ada lahan, lahan itu cocok untuk 

apa.Sebagai contoh desa Ndorurea 1, melalui bumdes, 

ada usaha air minum dikelola bumdes, ada rupiahnya. 

Nah bagaimana rupiah ini dapat mendongkrak 

perekonomian. Untuk saat ini perubahan yang 

dirasakan dari manfaat program dana desa itu masih 

seputar perubahan fisik.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 2 
 

DAFTAR HADIR MUSRENBANGDES 



 

1. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Ndorurea 1  





 

2. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Ondorea Barat  



 

3. Daftar hadir Musrenbangdes Desa Romarea  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 3 
 

APBDES TAHUN 2018 



 
 
 

 

1. APBDes Tahun 2018 Desa Ndorurea 1  













 

2. APBDes Tahun 2018 Desa Romarea  







 
 

 

3. APBDes Tahun 2018 Desa Ondorea Barat  









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 4 
 

HASIL PEMBANGUNAN FISIK DESA TAHUN 2018 



 

1. Desa Ondorea Barat  



 

2. Desa Ndorurea 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 5 
 

DAFTAR HADIR NARASUMBER 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 6 
 

BALIHO APBDES TAHUN 2018 



 

1. Baliho APBDes Desa Romarea  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAMPIRAN 7 
 

SURAT IZIN PENELITIAN 






